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SELASA PAHING

MEMASUKI 100 hari pemerintahan Prabowe-Gibran,
publik dibuat geger oleh pagar laut yang membentang
sampaidengan 30 km di Tangerang, dan telah berserti-
fikat. Sebanyak 263 sertifikat HGB yang terdin dari 234
bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang
atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama
perseorangan dan 17 bidang HM menjadi perdebatan pu-
blik, karena telah merugikan para nelayan yang kehilang-
an akses untuk mencari ikan.

Pada sisi lain, secara bisnis hamparan laut yang secara
iimiah dapat berubah menjadi daratan (reklamasi) sangat
berpotensi mendatangkan keuntungan dan atau laba.
Bagaimana laut dapat dikavling-kavling yang kemudian
diterbitkan sebuah hak kepemilikan. Pada prinsipnya pe-
manfaatan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk laut pe-

sisir iergantung pada negara.
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Kalau mendasarkan pada Pasal 33 ayal
{3) UUDI1945 yang manyalakan iBumidan
air dan kekayaan alam yang lerkandung d
dalamnya dikuasal oleh nagara dan diper-
gunakan untuk sebesar-basar kemakmuran
rakyall, maka apapun yang akan diakukan
negara sepanjang uniuk kemakmuran rak-
yat, termasuk laut bak untuk nelayan mau-
pun untuk korporasi maka sah-sah saja.
Alasannya, menurut pandangan modem tu-
juan korporasi iy adalah lermasuk untuk
meansajahlerakan rakyat, yang berolak be-
lakang dengan pandangan konvensional
yang beronentas pada keuntungan dan la-
ba dengan mengabakan kesejahleraan
rakyal, Harapan pemenntahan Jokowi kef-
ka tanah perairan pesisir dibual pagar laut
uniuk korporasi. Tujuannya adalah lerma-
suk mensejahierakan rakyat, sehngga bisa
dikaviing-kaviing. Namun faklanya adalah
justru sebalknya yang bisa dsebut sebagai
disorentasi konsitusi karena tuuan karpo-
rasi lidak sepaham dengan welfare slale.
Berkailan dengan kaviing tanah laul, ada
paradigma baru dalam hukum perfanahan
Indonasa.

Partama, menurut Guru Besar Hukum
Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof
Nurhasan Ismai, yang dimual di berbagai
madia eleklronik, fanah parairan bisa
diekatkan alas hukum hak alas tanah. Hal

inimangacu pada pangertian lanah dalam
Pasal1 ayal (4) UU No 5 tahun 1960 n-
tang Pokok-Pokok Agrana (UUPA) adalah
bukan hanya tanah yang ada di daratan,
telapi juga tanah yang ada di bawah kalom
ar, yalu bak perairan pessir maupun yarng
ada didanau atau sungai termasuk dalam
definis {anah.

Hal inl senada dengan paengertian tanah
menurut Peraturan Pemernintah No.18 fahun
2021, yang menyatakan bahwa tanah
adalah permukaan bumi bak berupa
daratan maupun yang ferutup ai, sehingga
tanah yang ada di lauVperairan pesisir
Tangerang dapat dibarkan alas hak, sepan-
jang panerbian Serpikal sesual peraturan
parundang-undangan.

Kedua, pendekatan hukum bisnis.
Mengapa penerbian HGB tidak diperun-
tukkan bagi nelayan, Bahwasanya sesualy
yang dapat menjadi objek bisns maka men-
jadiincaran Korporasi yang secara feoretis
pandangan manganai lujuan bisnis man-
ganut faham modem. Oleh karena iy,
segala upaya dilakukan Korporasi sekadar
unfuk mewuudkan tupan yang sesungguh-
nya, termasuk mengajukan parmohonan
panserfipkatan tanah di laut pesisi.
Walaupun kemudian diengarai cacal prose-
dur, sehingga dibatakan pemenntah
barkuasa.

Ketga, penerabosan hukum Padanahan,
sejak berakunya UU 5/1960, pemerintah
yang menerbitkan HBG dan Hak Milk tanah
perairan pesisir adalah pemaerintahan
Jokowi, Hal tersebut, mendasarkan pada
UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
dan Pemturan Pamenntah Namor 18 tahun
2021, dimana Negara dapat membenkan
Hak Pangalolaan (HPL) kapada Intansi pe-
menntah pusat, pemanntah Daerah, Badan
bank tanah, Badan Usaha Miik
NegaraBadan Usaha Mik Daerah, Badan
hukum milik negara/daerah, slau badan
hukum yang ddunjuk pemernntah pusal
Selanjutnya kepada pameagang HPL lerse-
but dibankan kewenangan yang salah salu-
nya adalah untuk memanfaatkan sendin
alau dikerjasamakan dengan pihak fain,
yang selanjutnya di alas HPL dapat diter-
bikan HGB, Hak Pakal, Hak Guna Usaha.

Secara yundis proses penerbilan hak
atas tanah, dimulal dari kegiatan pendaf-
taran tanah. Unluk dapat dilakukan pandaf-
taran tanah, maka anah di peraran pesisir
harus lerlebih dahulu berwuud bidang
tanah. Pemarnintahan Prabowo-Gibran di-
harapkan dapat managakkan hukum dan
kaadian, termasuk hukum pertanahan guna
mewujudkan negarawelare stala.

(Penuls adalah Dekan Fakuftas Hukum
Unwersitas Janabadra Yogyakarta)-d



